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BAB 5
Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Kecamatan

Pelaksanaan prosedur akuntansi yang berlaku di OPD juga diterapkan di keca-
matan. Pelaksanaan fungd akuntans ind dilaksanakan oleh PPK OPD. Di keca-
matan, tugas schagal PPK OPD ini biasanya dirangkap oleh Sekretaris Camat
atau Kepala Subbagian Keuangan tergantung kebijakan daerah masing-masing.
Fungsi akuntansi yang dijalankan oleh PPK OPD inilah yang akan menghasilkan
laporan keuangan, Berikut akan dijelaskan prosedur akuntansi yang terkait pe-
ngelolaan kevangan dan aset kecamatan:

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada OPD

Prosedur akuntans! penerimaan kas OFD meliputl seranghkalan proses mulaf
dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang ber-
kaftan dengan penerimaan kas,

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas

mencakup:

a. Surat tanda bukei pembayaran, yang dilengkapi dengan surat ketetapan pa-
jak daerah (SKP-Daerah), dan/atau SKR, dan/atau buke transaksi penerima-
an kas lainnya.

b STS.

. Bukti transfer.

d. Notakredit bank

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi pe-

nerimaan kas terdiri dasi:

2. Buku jurnal penerimaan kas.

b, Bukubesar,

€. Bukubesar pcmban:u_

Prosedur ak kas dila oleh PPK-OPD. PPK-OPD
berdasarkan bukti lnnni.u i kas melakuk ke dalam
buku jurnal i kas des kan uraian rekening-l asal

penerimaan kas berkenaan. Secara periodik fjurnal atas transakst prn:rlmm kas
diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan, Setiap akhir periode semua
buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan OPD,
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BAB1
Pembagian Urusan Pemerintahan

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Hubungan pemerintah pusat dengan daerah bisa ditelusuri dari alinea ketiga dan
keempat I'\:mbuh.m Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Al Indonesia
Ftu, alinea keempat mermaat bahwa setelah ¥ dek
yangp Yeali dibertuk adalal trxtah Negara Endoncstayaitu g P

nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah me-
linclungi selurh bangsa dan tumpah darah Indonesia, mermajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta fkut memelihara ketertiban
dunia berd, fan abadi dan keadilan sostal

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyata-
kan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
Konsekuensi logis sehagai negara kesatuan adalah dibentuknya Pemerintah Ne-
gara Indonesia sebagal pemerintah nagdonal untuk pertama kalinya, kemudian
pemerintah nasional tersebut yang kemudian membentuk dacrah sesuai keten-
tuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 Undang- l.-ndm Dasar Megara Republik Indonesia Ta-
hun 1945 bahwa p daerah berwenang untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian oumonu yang sduu -luasnya k.epu‘h dacrah dlaxahhn untuk mem-

pﬂwp-l melalui i pelayan-
an, i dan pcran serta leat. Di sanping lou, mehlu] otong-
mi ]ua; daerah dil mampu k Am img dalam |

Tentu dengan rhatik t

an, hadlla.n keistimewaan dan kekhususan, serta pot:lm dan kumlwagalnan
daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberi. iyang it kepada daerah dil

lkan pnmrp negara kesatuan, Dlhm N:san kesatuan, kedaulatan hanya ada pada
atauy ional dan tidak ada kedaulatan pada

rh:nlL Oleh karena itu, selms apa pun ownnmlymgdabmkan kepada rh:nlL

tanggung jawab akhir ps daerah akan tetap ada di
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BAB 2
Struktur Organisasi dan

Tugas Pokok Kecamatan

Pengantar
Menurut UL No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah, pengaturan
tentang k bahkan Hal ini bisa di-
mengerti karena hcnd.i]lpﬂ\gm:m negara akan lebih efekeif dan efisien dengan
wgnya simpul-simps dibentuk dalam rangka
jarthan koordins! 7 han, pdl publlk din pensberd
muasyarakat, baik desa maupun kelurahan,
pesbéntil tidak boleh meninggalkan |
provinsi sebagai wakil intah pusat. Hal ind X 1danyzr=nuns
kendali yang hubungican k provinsi dan

an Dalam Negeri. Smmq;gu‘bcrmrbahhndapu mempengaruhi penganglkatan
SCOTAIE camat.

Camat juga melaksanakan urusan pemerintahan umum yang pada dasarnya me-

rupakan presiden. Tugas i umum melipui:
. L wawasan kek dan ketat ional dalam rangka me-
mnuy&an pengamalan Pam'wh

»  pelaksanaan Undang:-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

« pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

»  pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa

«  pembinaan kerukunan znlamalm dan intrasuku, umat beragama, ras, dan
golongan lai hilitas keamnanan lokal, reglonal, dan
nasional

. Konflik sosial sesual & peraturan
. yang adadi
wilayah daerah provinsi dan dacrah hhupalcnﬂco(a untuk menyelesaikan
permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsdp demokrasi, hak

asasi manusia, keadilan, dan potensi
serta keanckaragaman daerah
. b kehids Jemokrasi berdasarkan Pancasila
» pelaksanaan semua uwrusan pemerintahan yang bukan merupakan
gan daerah dan tidak di oleh instansi Vertikal.
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BAB 3
Perencanaan dan

Penganggaran Kecamatan

Perencanaan di Kecamatan

Dl o 4 han dik disusun
b sebagal dart hasil M h P Pemba-
ngunan D p
kan bagian dari p fhota. T
dilakukan melalui bang secara
panlsrpallf

Kecamatan schagai Organisasi Perangiat Daerah (OPD) menyusun rencana
anggaran OPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rencana ang-

garan OPD k disusun berdasarkan rencana kerja k Sedang-

kan rencana kerja hscamau.n disusun berdasarkan rencana strategis kecamatan.

Setiap tahun pemeri p evaluasi terhadap kinerja

Iuwmlanyangmam'al:up:

i+ P ! sebagian bupatijwaltkota yang un-
tuk schagian i dacrah,

b. ! tugas umum k

c tugas lainmya yang kepada camat.

Hasil evaluasi disampaikan oleh bupatifwalikota kepada gubernur dengan tem-
busan kepada Menteri Dalam Negeri.

Sebagal bagian dari OPD yang ada di kabupaten/kota, kecamatan juga mem-
punyai dokumen perencanaan yang mph dimiliki oleh setiap OPD. Dokumen-

dokumen tersebut Anggaran Pend. dan
Belanja Daerah (APBD). Tanpa dokumen perencanaan terscbut mustahil APBD
akan bisa disusun.

Biasanya setiap kat Rencana Pemb Jangka Pan-

fang Daerah (RP]P). RI‘IP Dacrah memuat vist, misl, dan arah pembangunan da-
erah yang mengacu pada RPJP Nasional. Selanjutnya, RPJP Daerah ini akan diu-
raikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Dagrah. RPIM
Daerah merupakan penjabaran dard visi, misd, dan program kepala daerah. Peryu-
sunanrya berpedoman pada RFJP daerah dan memperhatikan RFJM nastonal.
RPIM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum dan program OPD, program lintas OPD, dan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikarif.

Penyurunan Rencans K dan Anggansn UPTD w
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BAB 4
Penatausahaan Keuangan

Kecamatan

Penatausahaan keuangan dacrah pakan bagian yang tak terpisshkan dari
proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah No-
mor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pcngc]ohan Knnng.m Daerah. Scla]:\ ftu, keglatan penata-

usahaan dan p dacrah dijelash
secara rinci d: dalam Permeﬂdisn ‘40« 58 Tahun 2008 wnlzns Pedoman Tata
Cara Iy h dan P Laporan P Bendah
Serta Penyampaiannya.

Asas Umum Penat. h L Daerah

Menurut kedua peraturan di atas disebutkan adanya asas umum pengelolaan

keuangan dacrah yang meliputi:

1L Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/
penyhumn dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/

g ek daerah, wajib h sesuaf

tkngm peraturan perundang-undangan

2. Pejabat yang 1 i danfatau hkan dokumen yang
berkaitan dengan surat buktl yang menjadi dasar pengeluaran atas beban
APBD bertanggung jawzb atas kebenaran material dan akibat yang timbul
dari penggunaan surat bukei tersebut

3 dan dana t daerah harus
dmwrhn dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas dacrah yang
dikelola oleh Bendahara Umum Daerah

4. Untuk setiap pengeluaran dana atax beban APBD, harus diterbitkan Surat
Keputusan Otorisasi (SKO) oleh Kepala Daerah atau surat keputusan lain
yang berlaku sehagai surat keputusan otorisasi

5. Kepals Daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat Lainaya
dilarang melakukan pengeluaran dana atas beban anggaran daerah untuk
tujuan lain dari yang telah ditetapkan.

Pelal P h K Daerah
Untuk kepentingan pelaksanaan APBD, maka sebelum dimulainya suatu tahun
anggaran Kepala Daerah sudah harus menetapkan pejabat-pejabat berikut tnl:

L Pejabat yang diberi g untuk i Surat F
Dana (SPD).
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waan Peraturan

larn Negen No 13 Tahu
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